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ABSTRAK 

 

Rifki Ananda Nugraha. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit 

Tanah Kavling di Kelurahan Lapadde Kota Parepare (dibimbing oleh Ibu Muliati 

dan Bapak Rustam Magun Pikahulan). 

 

 Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Sistem Kredit Tanah Kavling di Kelurahan Lapadde Kota Parepare. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana hokum ekonomi syariah terhadap sistem 

kredit tanah kavling di Kelurahan Lapadde Kota Parepare. 

 Metode penelitian pada penelitian ini merajuk pada pedoman penulisan karya 

tulis ilmiah IAIN Parepare. Jenis penelitian data yang digunakan adalah kualitatif, 

yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan 

menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan 

mempelajari dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang 

bersumber dari PT. Rumata Amanah Propertindo. Jenis data dalam penelitian ini 

adalah jenis data primer dan sekunder. Adapun teknik pengolahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seleksi data (editing), kategorisasi dan 

deskripsi pada data yang diperoleh mengenai analisis hokum ekonomi syariah 

terhadap sistem kredit tanah kavling di kelurahan Lapadde Kota Parepare. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah kavling di 

Kelurahan Lapadde kota Parepare ada tiga macam cara yaitu dengan cara menjual 

tanah milik pengusaha itu sendiri, menjual tanah milik orang lain dalam hal ini 

pengusaha dan pemilik tanah melakukan kerja sama, dan menjual tanah masyarakat 

yang dibelinya secara keseluruhan kemudian di kavling menjadi beberapa ukuran 

tertentu. Adapun dalam analisis hokum ekonomi Islam terhadap sistem jual beli tanah 

kavling di kelurahan Lapadde Kota Parepare sudah sesuai dengan hokum ekonomi 

syariah hal ini dikarenakan adanya penerapan akad murabahah di dalamnya dimana 

pengusaha dan pemilik tanah penerapkan sistem bagi hasil, kemudian sistem jual beli 

tersebut juga bebas dari riba karena tidak adanya denda yang dikenakan apabila 

terjadi keterlambatan pembayaran. 

  

Kata kunci: hukum ekonomi, Sistem Kredit, Tanah Kavling 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi  

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Ŝa Ŝ es (dengan titik di atas) س

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De ز
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 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ش

 Ra R Er ض

 Zai Z Zet ظ

 Sin S Es غ

 Syin Sy es dan ye ؾ

 Şad Ş es (dengan titik  di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik  di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik  di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik  di bawah) ظ

 ain ‗ koma terbalik ke atas‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 
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ٔ Wau W We 

 Ha H Ha ْـ

 hamzah ‘ Apostrof ء

ٖ Ya Y Ye 

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia 

terlketak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A اَ 

 Kasrah I I اِ 

 ُ  Dammah U U ا

 

b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ْٙ  fathahdanyá’ A a dan i ـَ

 ْٕ  fathah dan wau Au a dan u ـَ

 

Contoh: 
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ْٛفَ   kaifa : كَ

لَ  ْٕ َْ  : ḥaula 

 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Harakat dan  

Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama  

ـبَ  |  ـَٗ    fathahdan  alif dan yá’ Ā a  dan garis di atas 

 ْٗ  kasrahdan  yá’ Î i  dan garis di atas ـِ

 ْٕ ُ  dammahdan  wau Û u  dan garis di atas ـ

 

Contoh:  

 māta  : يَبدَ 

ضَيَٗ     :  ramā 

ْٛمَ         لِ :  qīla 

د ْٕ ًُ َٚ    : yamūtu 

 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dhammah, trasliterasinya adalah [t]. 
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b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 

ضَخُ انجََُّخِ  ْٔ  rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah : ضَ

َُْٚخُ انَْفبضِهَخُ  سِ ًَ  al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah : انَْ

خُ  ًَ  al-hikmah   :               انَْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ْْ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 Rabbanā : ضَثُّبَ

ُْٛبَ  Najjainā : ََجّ

 al-haqq : انْحَك  

 al-hajj   :            انْرج  

 nu’ima : َعُِىَّ 

  ٔ  aduwwun‘ : عَسُ

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf (kasrah), 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
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 ِ ّٙ  Ali (bukan ‗Aliyy atau  ‗Aly)‗ : عَهِ

  ٙ  Arabi (bukan ‗Arabiyy atau ‗Araby)‗ : عَطَثِ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(alif lam 

ma’arifa). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

ػُ  ًْ  al-syamsu(bukanasy-syamsu) : انَشَّ

نْعَنَخُ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : انَعَّ

 al-falsafah : انَْفهَْؽَفَخُ 

 al-bilādu :        انَْجلِاَزُ 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ٌَ ْٔ  ta’muruna : ربَيُْطُ

عُ  ْٕ  ’al-nau : انََُّ

ء   ْٙ  syai’un : شَ
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 umirtu :        أيُِطْدُ 

 

 

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata 

Al-Qur‘an (dari Qur’an), Sunnah, Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fīẓilāl al-qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

9. Lafz al-jalalah (الله) 

Kata ―Allah‖ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

 

Contoh: 

ُْٚبُاللهِ    billah   :   ثِبللِ     dīnullah  :زِ

Adapun ta’ marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 

Contoh: 

خِ اللهِ  ًَ  hum fī rahmatillāh   :ْىُ فٗ ضَ حْ
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10.  Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).  

 

Contoh: 

Wa mā Muhammadunillā rasūl 

Inna awwalabaitinwudi’alinnāsilalladhī bi Bakkatamubārakan 

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

 

Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
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Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Singkatan  

 Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt. : subḥānahū wa ta’āla 

saw. : ṣhallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. : ‘alaihi al-sallām 

H : Hijrah 

M : Masehi 

SM : Sebelum Masehi 

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja) 

w. : Wafat tahun 

QS …./….: 4 : QS al-Baqarah/2:187   atau QS Ibrahīm/…, ayat 4 

HR : Hadis Riwayat 

 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

صفحّ ص=  

 ثسٌٔ يكبٌ = زو

 صهٗ الله عهٛخ ٔؼهى = صهعى

 طجعخ = ط
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia tidak akan pernah bisa terlepas dari tiga kebutuhan pokok, yaitu 

sandang, papan, dan pangan. Hidup yang layak selalu terikat dengan tiga kebutuhan 

pokok tersebut. Adapun kebutuhan pendukung lannya, yaitu pendidikan, kesehatan, 

hiburan dan lain-lain. Hal, itu juga memberikan kontribusi terhadap suatu kehidupan 

yang masuk dalam standar kelayakan hidup manusia. 
1
 

Semakin meningkatnya populasi manusia berarti meningkat pula kebutuhan 

akan sandang, papan dan pangan. Keadaan itu menjadi peluang bisnis bagi pemilik 

modal, seperti pengusaha properti. Tanah merupakan asset yang mahal dalam setiap 

kebutuhan, untuk membangun rumah tentu membutuhkan lahan atau tanah. 

Kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan tempat yang strategis 

memberikan peluang pada bisnis property tanah kavling. Bisnis ini tentu 

menguntungkan karena tanah merupakan produk yang tidak lekang dimakan waktu, 

semakin lama maka semakin mahal harganya, akan lebih mendukung jika lahan 

bertempat di tempat yang strategis. 
2
  

Tanah merupakan salah satu kebutuhan premier bagi manusia dalam 

pemenuhan kesejahteraan, setelah sandang dan papan. Tidak heran jika kepemilikan 

                                                 
1
 Deru R Indika Egi Arvian, ‗Manajemen Teori Dan Terapan‘, Jurnal Manajemen Teori Dan 

Terapan | Journal of Theory and Applied Management, 2017, h. 7. 
2
 Firmansyah, Egi Arvian, dan Deru R Indika. ―Kredit Pemilikan Rumah Syariah Tanpa 

Bank: Studi di Jawa Barat.‖ Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | Journal of Theory and Applied 

Management 10, no. 3 (2017):h. 223 
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tanah hal awal yang perlu dipikirkan jika ingin memiliki rumah sendiri. Selain itu 

kepemilikan tanah adalah asset masa depan. 
3
 

Dengan keterbatasan vinansial dan tetap ingin memiliki tanah sendiri, maka 

tanah kavling menjadi solusi. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah kavling 

merupakan tanah yang telah dipetak-petakkan dengan ukuran tertentu. 

Seiring perkembangan zaman sistem perdagangan telah banyak bentuk, 

namun saat ini sistem kredit menjadi solusi bagi masyarakat untuk memenuhi 

kebutuh pokok seperti sandang dan papan. Sistem kredit dapat meringankan 

konsumen dalam pembayaran karena dapat diangsung sesuai waktu dan jumlah 

nominal yang dispekati untuk dibayar setiap kali angsuran. Selain itu, sistem kredit 

ini memungkinkan para penyedia barang atau pedagang dapat meningkatkan 

penjualan karena memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memiliki barang 

yang tidak mampu mereka beli dengan uang tunai. 

Berdasarkan hasil penelitian peraih nobel bidang ekonomi tahun 2018 yakni 

Banerjee Abhijit dan Ester Duflo (2010) di 13 negara sedang berkembang kecuali 

Indonesia diperoleh bahwa tidak lebih dari 6 persen kredit yang dipinjam oleh 

warga miskin berasal dari sumber formal dan lainnya sekitar 94 persen diperoleh 

dari sumber informal seperti rentenir (money lender). 
4
 

Seperti diketahui bahwa sistem kredit merupakan sebuah sistem pengelolaan 

keuangan. Prosesnya, pembeli dan pemberi pinjaman akan menandatangani 

                                                 
3
 Heriyati Chrisna, Agita Karin, dan Hasrul Azwar, ―Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit 

Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah 

Cabang Medan.,‖ Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik 11, no. 1 (2020): h.5 
4
 lalu Muh. Kabul And Okky Afriwan, ‗Kredit Dan Modal Sosial Dalam Perspektif Teori Dan 

Praktek‘, Ganec Swara, 15.2 (2021), 1235 (h. 12)  
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perjanjian dimana pembeli akan membayar kembali jumlah pinjaman beserta bunga 

dalam jangka waktu tertentu. 
5
  

Dalam praktik penjulan tanah juga telah menggunakan sistem kredit. Sistem 

kredit biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan atau koperasi untuk membiayai 

pembelian atan pengembangan tanah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

sebelum penandatanganan perjanjian yaitu, agunan atau jaminan, penilaian tanah, 

dokumen legalitas, suku Bungan dan jangka waktu, pengembangan tanah dan risiko.  

Dalam sistem jual beli, agama Islam menawarkan seperangkat aturan kepada 

manusia dalam melakukan jual beli yang meliputi rukun dan syarat jual beli, hukum 

jual beli, akan dalam jual beli, prinsip dasar jual beli dan barang yang diperjual 

belikan. 
6
 

Dapat dipahami bahwa jual beli adalah aktivitas menjual dan membeli yang 

dilakukan oleh kedua beli pihak dengan dalih suka sama suka yang terdapat akad 

sebagai bentuk transaksi dan memberi manfaat untuk kemaslahatan bersama. 

Pelaksanaan jual beli wajib memenuhi setiap rukun yang ada karena setiap 

perbuatan muamalah wajib memenuhi rukun yang telah ditetapkan. adapun rukun 

jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu, Akad (ijab kabul) merupakan suatu 

ikatan yang terjadi antara pembeli dan penjual. Paling tidak ada dua syarat yaitu, 

pertama, tidak diselingi dengan kata lain ketika pembeli dan penjual mengucapkan 

akad dan kedua, jangan ada waktu yang dapat memisahkan ucapan pembeli dan 

penjual; Pembeli dan penjual merupakan orang-orang yang berakal dan tidak 

mengalami gangguan kejiwaan; Ma‟qud alaih (objek akad). Begitu juga dalam 

                                                 
5
 R Juli Moertiono, ‗Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori 

Perlindungan Hukum‘, All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety, 1.3 (2021), 252–

62 (p. hal 235)  
6
 Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.h.24 
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Syarat jual beli terbagi dua yaitu syarat orang yang melakukan transaksi dan syarat 

objek jual beli. Ada beberapa syarat dari objek jual beli: Pertama, Suci lagi 

menyucikan; Kedua, memiliki manfaat menurut hukum Islam dan untuk kedua 

belah pihak; ketiga tidak disandarkan pada suatu kondisi tertentu atau disyaratkan 

dengan ketentuan tertentu; Keempat tidak memiliki batas waktu tertentu; Kelima 

bisa diserahkan; Keenam milik sendiri (penjual); dan ketujuh bisa diindra (misalnya 

dilihat, disentuh, dan lain sebagainya). 
7
 

Di Kelurahan Lapadde Kota Parepare, system kredit tanah kavling tanpa 

bantuan bank, menjadi masalah yang menarik minat calon peneliti. Hal ini tidak 

jauh berbeda dengan system KPR syariah, yang dasarnya kredit tapi pembeli tidak 

menggunakan bank dalam praktiknya sehingga pembeli langsung membayar cicilan 

kepada developer. System ini lebih memudahkan pelanggan karena tidak diharuskan 

berurusan dengan administrasi yang seringkali membebani. 
8
  

Salah satu perusahaan tanah kavling yang ada di Kelurahan Lapadde kota 

Parepare adalah PT. Rumata Amanah Indo, di era sekarang banyak perusahaan yang 

menggunakan jasa bank untuk mengurus proses pembayarannya namun hal ini tidak 

dilakukan oleh perusahaan yang akan peneliti teliti ini. Perusahaan ini mengambil 

proses pembayaran atau pembelian tanah kavling tanpa melalui bank, melainkan 

langsung ke perusahan tanah kavling tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti sistem 

pembayaran kredit yang digunakan perusahaan ini apakah sudah sesuai dengan 

analisis hokum ekonomi syariah mengingat praktik jual beli tanah kavling ini 

memiliki kesamaan dengan sistem KPR Syariah yang merupakan produk bank-bank 

                                                 
7
 Pada Sistem Kredit, ―El Mudhorib‖ 2 (2021): h.43. 

8
 Ayu Anggraini, ‗Pembelian Tanah Kavling Bisnis Properti Syariah Perspektif Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah‘, 2018, 26–131. 
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syariah memiliki kemiripan belum tentu memiliki sistem yang sama, itulah 

sebabnya peneliti akan meneliti sistem yang digunakan PT. Rumata Amanah 

Propertindo apakah sesuai dengan hokum ekonomi syariah atau malah sebaliknya.  

Peneliti mewawancarai direktur PT. Rumata Amanah Propertindo mengenai 

bagaimana sistem penjualan tanah kavling yang dia terapkan, adapun jawaban 

direktur tersebut : 

 

― Ohh… saya memulai bisnis ini dari dulu hingga sekarang banyak suka 

dukanya, Alhamdulillah modal yang saya gunakan bebas dari riba karena saya 

menggunakan uang simpanan saya dari usaha saya sebelumnya, saya menciptakan 

jual beli kavling ini untuk mempermudah orang lain yang ingin membeli tanah 

namun takut akan tingginya bunga yang ditetapkan perusahaan.‖
9
 

Nah dari jawaban itupula peneliti tertarik untuk meneliti perusahaan ini 

karena untuk mengetahui pula mengapa sistem tersebut diterapkan oleh pihak 

perusahaan dan apakah benar pembeli merasa terbantu dengan sistem itu. 

Tentunya, system yang sama belum tentu memiliki penerapan yang sama. 

Dengan begitu calon peneliti akan melakukan diskripsi system kredit tanpa bantuan 

bank dan mengeskplorasi dengan sudut pandang hukum ekonomi syariah.
10

 

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisa penggunaan motiv  

sebagai pembungkus untuk menarik minat konsumen. Tentu hal itu mamantik 

pertanyaan, apakah sisitem kredit tanpa bantuan bank tidak melanggar hukum 

ekonomi syariah atau mungkin saja sistem ini bisa menjadi solusi untuk 

menghindari riba.   

                                                 
9
 Ahmad Rizal, Direktur PT. Rumata Amanah Propertindo, wawancara oleh Rifki Ananda 

Nugraha. 
10

 M. Amir Syarifudin, Garis Besar Fiqih, Kelima (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2018), h.3. 
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Sistem kredit tanah kavling tanpa bantuan bank di kelurahan Lapadde kota 

Parepare akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis hukum ekonomi syariah.  

Sistem ini perlu diteliti karena dalam presepsi masyarakat biasanya dalam sistem 

kredit bank akan menghasilkan bunga yang tinggi dan dianggap riba. maka mungkin 

saja masyarakat seiring perkembangannya akan memilih sistem kredit tanpa bantuan 

bank sebagai solusi untuk melakukan kredit.
11

 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ―Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik sistem Kredit 

tanah kavling  di Kelurahan Lapadde Kota Parepare. Jadi disini peneliti ingin 

mengetahui Bagaimana praktik sistem Kredit tanah kavling  dan Bagaimana Analisis 

Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik sistem Kredit tanah kavling  di Kelurahan 

Lapadde Kota Parepare. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang hendak diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik sistem kredit tanah kavling  di Kelurahan Lapadde Kota 

Parepare khususnya pada PT.Rumata Amanah Propertindo? 

2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem kredit tanah 

kavling  di Kelurahan Lapadde Kota Parepare khususnya pada PT.Rumata 

Amanah Propertindo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                 
11

 ―Observasi Masyarakat Lapadde Kota Parepare,‖ n.d. pada tanggal 03 Maret 2023. 



7 

 

 

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik Sistem Kredit Tanah kavling di 

Kelurahan Lapadde Kota Parepare khususnya pada PT.Rumata Amanah 

Propertindo. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah  terhadap 

Sistem Kredit tanah  kavling   di Kelurahan Lapadde  Kota Parepare 

khususnya pada PT.Rumata Amanah Propertindo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai 

nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca terutama bagi penulis 

sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini, antara lain: 

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

intelektual kepada para peneliti ataupun pembaca,  baik sebagai referensi 

maupun sebagai wawasan yang dapat mendukung kegiatan akademisi. 

2.  Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait seperti  pengelola, 

dan calon pembeli, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ketika 

akan membuat keputusan transaksi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang dikaji oleh penulis antara 

lain: 

Ayu Angraini, ―Pembelian Tanah Kavling Bisnis Properti Syariah Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah ‖Adapun permasalahan yang diangkat diantarannya: 

(1) Bagaimanakah proses pembelian tanah  kavling perseroan terbatas binis 

properti syariah? (2) Bagaimanakah pembelian tanah kavling perseroan terbatas 

bisnis properti syariah Indonesia perspektif komplikasi huk um ekonomi syariah? 

Jual beli tanah kavling yang dikelola oleh pengembang maupun langsung dari 

masyarakat, untuk mengetahui kekuatan hukum dan perlindungan hukumnya bagi 

konsumen (Pembeli) serta hambatan-hambatan yang timbul dan cara 

penyelesaiannya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang 

dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Sampel diambil dengan cara 

wawancara lapangan. Analisis dilakukan secara Empiris yuridis (lapangan), yang 

akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya 

proses pembelian tanah kavling perseroan terbatas binis properti syariah. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa pembelian tanah kavling PT. Bisnis properti 

syariah,terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi hal yang wajib 

agar dapat sah menurut hukum yakni: akad,rukun syarat-syarat dan kewajiban dan 
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hak dari pembeli. Dalam pembelian tanah kavling juga harus memperhatikan KHES 

sehingga jual beli yang dilakukan tidak menyalahi hukum. 

Perbedaan dengan  penelitian yang dikaji adalah menjelaskan tentang 

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Tanah Kavling  di 

Kelurahan Lapadde Kota Parepare yang menggabungkan antara sistem kredit tanah 

kavling  dan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian terdahulu mengamati 

dari segi pembelian tanah kavling bisnis properti syariah perspektif hukum ekonomi 

syariah.
12

 

Kemudian adapun hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti setelah 

melakukan penelitian ialah sistem kredit tanah kavling di kelurahan Lapadde Kota 

Parepare telah sesuai dengan hokum ekonomi syariah dimana sistem kreditnya tanpa 

melalui perantara bank dan tidakada unsur riba didalamnya karena tidak mengenakan 

denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. 

Muhaimin, ―Praktek Jual Beli Tanah di Lahan perhutani di Desa Sidaurip 

Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap‖ Adapun permasalahan yang 

diangkat diantarannya: (1) Bagaimana praktik jual-beli tanah di lahan perhutani Desa 

Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap? (2) Bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap praktik jual-beli tanah di lahan perhutani Desa Sidaurip, 

Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang 

memaparkan jual beli menurut hukum Islam, kemudian pemaparan tersebut dijadikan 

rujukan dalam mengkaji peralihan hak milik atas tanah melalaui jual beli yang 

                                                 
12

 Ayu Anggraini, ―Pembelian Tanah Kavling Bisnis Properti Syariah Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah,‖ Skripsi :Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, 

h.xvii. 
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dilaksanakan di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap 

menurut Tinjauan Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(Field research) yang dilaksanakan di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu 

Kabupaten Cilacap. Praktik jual beli tanah perhutani di Desa Sidaurip 

Kecamatan Gandrung Mangu kabupaten Cilacap dalam penerapanya tidak sesuai 

dengan ketentuan syariat Islam, karena tanah yang diperjualbelikan bukan milik 

sendiri dan dalam pelaksanaan jual beli tersebut penuh spekulasi sehingga 

menimbulkan risiko. 

Perbedaan dengan penelitian yang dikaji adalah menjelaskan tentang Analisis 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Tanah Kavling di Kelurahan 

Lapadde Kota Parepare Sedangkan penelitian terdahulu mengkaji Praktek Jual Beli 

Tanah di Lahan perhutani di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten 

Cilacap yang menggunakan pendekatan normatif sedangkan penulis menggunakan 

Metode Deskriptif.
13

 

Sedangkan dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti ialah praktek jual 

beli di Kelurahan Lapadde Kota Parepare sudah sesuai dengan syariat islam, karena 

meskipun ada tanah yang diperjualbelikan bukan milik perusahaan namun pada awal 

sudah ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pemilik tanah, pemilik tanah 

menggunakan jasa perusahaan untuk memasarkan tanah miliknya agar cepat laku 

dipasaran, dalam perjanjian yang dilakukan juga sama-sama menguntungkan dan 

tidak ada unsur paksaan di dalamnya. 

Nurul Riskan Amalia, ―Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah di 

                                                 
13

 Muhaimin, ―Praktek Jual Beli Tanah di Lahan perhutani di Desa Sidaurip Kecamatan 

Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap,‖ Skripsi: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014, h.ii. 
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Kecamatan Tallulimpoe Kabupaten Sinjai‖, Adapun permasalahan yang diangkat 

diantarannya: (1) Bagaimana keabsahan jual beli tanah dengan akta di bawah tangan 

di Kecamatan Tallulimpoe Kabupaten Sinjai ? (2) Bagaimana perlindungan hukum 

bagi para pihak dalam jual beli akta dibawah tangan ? (3) Faktor- faktor apakah yang 

menyebabkan masyarakat melakukan jual beli dengan akta dibawah tangan ? Penulis 

menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian yang 

menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti penelitian yang menekankan pada 

fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan penelitian yang menggunakan. 

pendekatan yuridis normatif berarti mengkaji tentang perundang-undangan 

dengan teori-teori hukum mengenai permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, teknik 

pengolaan data dilakukan dengan tahapan, yaitu: secara primer maupun sekunder dan 

dianalisis secara mendalam. Lalu diajukan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 

menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang 

berkaitan dengan permasalahan tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Kecamatan Tellulimpoe 

termasuk masyarakat yang masih menggunakan aturan hukum adat yang berlaku. Hal 

ini bisa dilihat dari cara hidup masyarakatnya yang masih melakukan praktek jual 

beli tanah dengan akta di bawah tangan, jual beli tanah di bawah tangan belum/tidak 

dianggap sah karena tidak merupakan perbuatan hukum. Adapun perlindungan 

hukum bagi para pihak yang melakukan jual beli tanah di bawah tangan yaitu apabila 

kedua belah pihak mengakui adanya perjanjian jual beli dengan akta di bawah 

tangan, maka hal tersebut dinggap sah dan apabila salah satu pihak menyangkal 

maka kembali ke PP yang berlaku sepanjang tidak ada bukti lain. Faktor penyebab 

masyarakat melakukan jual beli dengan akta di bawah tangan karena terbilang cepat, 
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mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak. 

Sedangkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti adalah aturan hokum 

yang diterapkan dalam praktik jual beli ialah sesuai dengan syariat islam. Hal ini 

ditandai dengan adanya akad diawal, kemudian tidak adanya sistem riba, dan sistem 

kredit yang digunakan tidak melibatkan bank di dalamnya. 

Perbedaan dengan penelitian yang dikaji adalah menjelaskan tentang Analisis 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Tanah Kavling  di Kelurahan 

Lapadde Kota Parepare Sedangkan penelitian terdahulu mengkaji Tinjauan Hukum 

Terhadap Jual Beli Tanah di Kecamatan Tallulimpoe Kabupaten Sinjai.
14

 

Skripsi oleh Isnayani. Dengan judul ―Analisis Hukum Ekonomi Islam 

Terhadap Sistem Jual Beli Tanah Kavling Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare‖. 

Dengan rumusan masalah bagaimana praktik jual beli dan Hukum Ekonomi Islam 

atas jual beli tanah kavling di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. 

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah kavling di 

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dalam praktik jual beli yaitu merupakan 

penjualan langsung oleh pemilik, dengan kerjasama antara pemilik dan pengelola dan 

pembelian tanah secara keseluruhan untuk dikavling. Dalam kesesuaian dengan 

Hukum Ekonomi Islam dalam jual beli kavling ini ada yang sesuai dengan Hukum 

Ekonomi Islam yaitu kredibel dan transaksinya ada yang tidak sesuai karena 

mengandung ketidakjelasan (gharar).
15

 

Sedangkan hasil penelitian oleh peneliti membuktikan bahwa sistem kredit 

                                                 
14

 Nurul Riskan Amalia, ―Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah di Kecamatan 

Tallulimpoe Kabupaten Sinjai,‖ Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, 

h.xi. 
15

 Isnayani, ―Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Tanah Kavling Di 

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare‖. Skripsi, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare (2021), 

Hlm. 5 
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tanah kavling di kelurahan Lapadde Kota Parepare khususnya pada PT.  Rumata 

Amanah Propertindo bahwa sistem kredit yang digunakan adalah sepenuhnya sesuai 

dengan syariat islam karena dalam sistem kreditnya semuanya jelas mulai dari akad, 

sistem kredit, dan lain sebagainya. Sistem kreditnya juga bebas dari riba, tidak ada 

unsur paksaan, dan tidak merugikan satu sama lain. 

Penelitian yang akan diteliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah 

diuraikan di atas. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan studi terdahulu yaitu 

terletak pada cakupan penelitiannya dimana peneliti terdahulu lebih luas dalam 

membahas sedangkan peneliti hanya berfokus kepada satu perusahaan saja. 

Adapun persamaan yaitu sama-sama menggunakan analisis hokum hokum 

ekonomi syariah untuk mengukur sistem kredit yang digunakan apakah sudah sesuai 

dengan syariah islam.  

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Akad 

a. Pengertian Akad 

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al„aqdyang berarti 

perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di 

artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang 

berakad
16

. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad di artikan dengan 

hubungan ( طْجطّلا) dan kesepakatan( كَفِزلِاا).
17

 

Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan ―pertalian ijab (pernyataan 

penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan 

                                                 
16

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Mu’amalat, Pertama (Jakarta: Amzah, 2015), h.21. 
17

 Muslich, Fiqh Mu’amalat, Pertama (Jakarta: Amzah, 2015), h.173. 
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kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan
18

. 

Pencantuman kata-kata yang ―sesuai dengan kehendak syariat‖ 

maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih 

tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara
19

 ‟. Misalnya, 

kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau 

merampok kekayaan orang  lain. Adapun pencantuman kata-kata 

―berpengaruh kepada objek perikatan‖ maksudnya adalah  terjadinya  

perpindahan pemilikan dari satu pihak (yangmelakukan ijab) kepada pihak 

lain (yangmenyatakan qabul).
 20

 

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-

Sanhury, akad ialah ―perikatan ijab qabul yang di benarkan syara‟ yang 

menetapkan kerelaan kedua belah pihak‖. Adapula yang mendefinisikan , akad 

ialah ―ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah 

pihak‖
 21

. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah 

―pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) 

dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan 

pengaruh pada suatu kontrak.
 22

 

Dasar hukum di lakukannya akad ada di dalam Qur‘an  surah Al-Maidah 

ayat 1 sebagai berikut : 

كُ  ۡٛ َٰٗ عَهَ ىِ إلِاَّ يَب ٚزُۡهَ عََٰ َۡ َ خُ ٱلۡأ ًَ ٛ ِٓ فُٕاْ ثِٱنۡعمُُٕزِِۚ أحُِهَّذۡ نكَُى ثَ ۡٔ اْ أَ َٰٕٓ ٍَ ءَايَُُ ب ٱنَّصِٚ َٓ َٰٓأَٚ  طَ يُحِهِّٙ ََٰٚ ۡٛ ََ ىۡ 

                                                 
18

 Nurrohman, ―Formalisasi syari‘at islam di indonesia‖ 12 (2013): h.80. 
19

 Rachmat Syafe‟I, Fiqih Muamalah, Keempat (Bandung: pustaka Setia, 2017), h.57. 
20

 Al-Ilmiya, Kitab Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi, h.371. 
21

 Abi Abdillah Muhammad bin Isma‟il, Shahih Bukhari, Jilid III (Bandung: Syirkah Al 

Maktabah Litab‟i Wan Nasr Indonesia, 2017), h.81. 
22

 Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, Pertama (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h.27. 
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َ ٚحَۡكُىُ يَب ٚطُِٚسُ   ٌَّ ٱللََّّ أََزىُۡ حُطُو ٌۗ إِ َٔ سِ  ۡٛ  ٱنصَّ

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
 23

 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi 

perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. 

b. Rukun dan Syarat akad 

1) Rukun-rukun akad 

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut
24

  : 

1) Aqid 

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad).Terkadang 

masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri 

dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar 

biasanya masingmasing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris 

sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang 

terdiri dari beberapa orang. 

2) Maqud Alaih 

Maqud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek 

akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam 

akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang. 

 

                                                 
23

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.112. 
24

 Mujib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, h.78. 
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3) Maudhu al-Aqid 

Maudhu al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan 

akad.Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.Dalam akad 

jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari 

penjual kepada pembeli dengan di beri ganti. 

4) Shighat al-Aqid 

Sighat al-„Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang 

pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan 

melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua 

untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa 

ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan 

pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau 

ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan 

akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang 

melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari 

kantor pos. 

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, 

ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut : 

a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak,misalnya : 

aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau 

pemberian‖. 

b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul 

c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua 

belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari 
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keduanya. 

d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di 

takut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus 

saling merelakan. 

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam 

berakad, yaitu : 

a. Dengan cara tulisan atu kitabah, misalnya dua aqid berjauhan 

tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.  

b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat di 

laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang 

bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad 

dengan isyarat. 

c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara 

perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah 

uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di 

belinya. 

d. Lisan al-Hal. Menurut sebagian ulama,apabila seseorang 

meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia 

pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri 

saja, hal itu di pandang telah ada akad ida‟ (titipan). 

Ijab qabul akan di nyatakan batal apabila
25

 :  

a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari 

                                                 
25

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.68. 
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si pembeli, 

b. Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli, 

c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada 

kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab 

dan qabul di anggap batal, 

d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum 

terjadi kesepakatan, 

e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau 

kesepakatan.   

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di 

tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat 

menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh 

menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad, yaitu : 

a) Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua „aqid berjauhan 

tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar 

inilah para ulama membuat kaidah : ―Tulisan itu sama dengan 

ucapan‖. 

b) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan 

dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak 

dapat 

mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan 

tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan 

ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di lakukan 

dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : ―Isyarat bagi 
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orang bisu sama dengan ucapan lidah‖. 

2. Syarat-Syarat Akad 

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut
26

 :  

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak 

sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, 

dan karena boros.  

b) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,  

c) Akad itu di izinkan oleh syara‟, di lakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan „aqid yang 

memiliki barang,  

d) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara‟, seperti jual 

beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga 

tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah 

(kepercayaan),  

e) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka 

apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul 

maka batallah ijabnya,  

f) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang 

berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut 

menjadi batal. 

c. Prinsip-prinsip akad 

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh 

kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang 

                                                 
26

 Syafe‟I, Fiqih Muamalah, h.89. 
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berkepentingan. Berikut ini prinsip-psrinsip akad dalam Islam
27

 : 

a. Prinsip kebebasan berkontrak. 

b. Prinsip perjanjian itu mengikat. 

c. Prinsip kesepakatan bersama. 

d. Prinsip ibadah. 

e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi. 

f. Prinsip kejujuran (amanah). 

g. Macam-macam akad 

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat 

dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara‟, akad 

di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut
28

 :  

a. Akad Shahih 

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-

syaratnya.Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat 

hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang 

berakad. 

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam , yaitu:  

1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di 

langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada 

penghalang untuk melaksanakannya, 

2) Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap 

bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk  

melangsungkan dan melaksanakan akad ini,seperti akad yang di 

                                                 
27

 Syarifudin, Garis Besar Fiqih, h.193. 
28

 Moh. Rifa‟i, Fiqih Islam (Jakarta: Bulan bintang, 2019), h.303. 
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langsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz
29

. 

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para 

ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :  

1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihakyang berakad, sehingga 

salah satu pihka tidakboleh membatalkan akad itu tanpa seizin 

pihaklain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa, 

2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak pihak yang berakad, 

seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam 

meminjam),dan al-wadi‟ah (barang titipan).  

b. Akad tidak Shahih 

Akad yang tidak shahih adalah akad yangterdapat kekurangan pada rukun 

atau syaratsyaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akaditu tidak berlaku dan 

tidak mengikat pihak-pihakyang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh 

ulamaHanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam,yaitu sebagai berikut
30

: 

1) Akad Bathil 

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhisalah satu rukunnya 

atau ada larangan langsung dari syara‟.Misalnya, objek jual beliitu tidak 

jelas.Atau terdapat unsur tipuan,seperti menjual ikan dalam lautan, atau 

salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. 

2) Akad Fasid 

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi 

sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau 

                                                 
29

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah: Terjemahan Fiqih Sunnah diterjemahkan Ahli Bahasa 

Kamaluddin A. Marzuki, VI (Bandung: Al Ma"arif, 2015), h.120-121. 
30

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Pertama (Jakarta: Raja Grapindo 

Persada, 2003), h.112. 
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kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang 

akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga 

menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh 

menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang 

sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun. 

d. Berakhirnya akad 

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai 

berikut:  

a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak 

mempunyai tenggang waktu. 

b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersbeut 

sifatnya tidak mengikat. 

c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir 

jika
31

: 

1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan 

salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, 

2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat, 

3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna, 

4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. 

2. Teori Kredit. 

a. Pengertian Jual beli Kredit (bai’ taqsit) 

Secara Bahasa, bai’ taqsit ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah 

misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara 

                                                 
31

 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah(Klasik Kontemporer), Kedua (Bogor: Ghaliah Indonesia, 
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istilah  bai’  taqsit (jual  beli  dengan  sistem  kredit)  adalah  pedagang  menjual 

suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian dan jika dibayarkan 

secara kredit atau angsuran harga sekian yakni lebih tinggi dari yang pertama. 

Secara umum Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan 

cara tertentu (aqad). Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. 

Kata  al-bay’  ‗jual‘  dan  al-syira>  ‗beli‘  penggunaannya  disamakan  antara 

keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafadz 

yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syariat Islam jual beli adalah 

pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara 

keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak 

milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Jual beli disyariatkan 

kepuasan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan 

akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti 

dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tak seorangpun dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk 

berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya 

memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk 

memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.
32

 

Thomas Suyatno mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang 

beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan 

kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini 

menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita- 

citanya. Dalam hal ini ia berusaha, mka untuk meningkatkan daya guna sesuatu 
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barang, ia memerlukanbantuan dalam bentuk permodalan. Dalam prektik 

sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik 

di bawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, 

pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik 

bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Dasar dari kredit adalah 

kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa 

penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah 

diperjanjikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah 

pihak.
33

  

firman Allah swt. QS Al-Baqarah/1:282: 

ُكَُىۡ  ۡٛ نۡٛكَۡزتُ ثَّ َٔ ٗ فٱَكۡزجُُُِِٕۚ  ًّّٗ ؽَ َٰٓ أجََمٖ ي  َٰٗ ٍٍ إنَِ ۡٚ اْ إِشاَ رسَاََُٚزىُ ثِسَ َٰٕٓ ٍَ ءَايَُُ ب ٱنَّصِٚ َٓ َٰٓأَٚ  كَبرِتُُۢ ََٰٚ

 ....ثٱِنۡعسَۡلِِۚ 

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar.

34 

 

Ayat di atas menunjukan kebolehan melakukan muamalah (berjual 

beli, utang piutang, atau sewa menyewa, dan sebagainya) yang dilkukan 

dengan cara kredit dengan catatan hendaklah dicatat atau dituliskan. Dalam 

jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. 

Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti 

penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual 

beli kredit. Karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena 
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adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan. 

Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis 

dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras 

dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, si pembeli 

mendapatkan barang dan penjual menerima menerima bayaran dalam bentuk 

uang, Terjemahannya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan 

yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk menjual yang 

telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk 

beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi 

dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha. 

Salim  mengutip  di  buku  Nawawi Mengatakan  bahwa  taqsit  berarti 

penunda pembayaran utang dengan membagi-bagi ke dalam waktu tertentu. 

Harga pembayaran yang diangsur adalah harga pembayarannya disyariatkan 

berbagi-bagi   secara   jelas   dalam   waktu   tertentu. Kaitan   antara   takjil 

(penundaan    pembayaran    hingga    tempo    waktu    tertentu)    dan    taqsit 

(pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu). Jika memang sudah jelas 

pengertian  terminologis  taqsit  maka  faktor  tempo  waktu  merupakan  unsur 

mendasar dalam jual beli secara kredit, hingga sudah pantasnya untuk 

menjelaskan  hubungan  antara  takjil  (penundaan  tempo  waktu  tertentu)  

dan taqsit (penggangsuran pembayaran tiap-tiap waktu tertentu).
35

 

Takjil  adalah  penunda  pembayaran  harga  barang  sampai  ke  depan, 

baik waktunya sebulan maupun bertahap, sedangkan  taqsit adalah menunda 

pembayaran harga barang bagi penjual untuk menerima pembayarannya 
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secara bertahap. Berdasarkan perbedaan ini bisa dikaitkan bahwa ada 

hubungan  umum  khususnya  dan  mutlak  antara  takjil  dan  taqsit  Setiap 

taqsith  mengandung  unsur  sementara  takjil  lebih  umum  dan  lebih  mutlak 

sehingga  adakalanya  terdapat  taqsit pada  sistem tajil  dan  kadang tidak  ada. 

Dengan demikian taqsid lebih khusus dari pada takji>l.
36

 

Sedangkan Ajat Sudrajat bependapat dalam bukunya bahwa jual beli 

kredit adalah jual beli yang pembayarannya tidak secara cash, akan tetapi 

dicicil dalam waktu tertentu yang ditentukan dan nominal cicilannya pun 

terkadang ditentukan pula, konsekuensinya, harga barang akan lebih tinggi 

dari harga yang semestinya.
37

 

Aplikasi bai’ taqsit mendatangkan kemudahan bagi masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhannya, karena tidak banyak yang mampu menyerahkan 

harga secara menyeluruh. Tetapi dengan cicilan, ia bisa memanfaatkan dan 

memiliki barang yang dibutuhkan. Jual beli kredit dengan penambahan harga 

adalah halal menurut hukum syariah. Maka, jika seseorang menjual suatu 

barang dengan harga yang dibayar secara tangguh (cicilan) dimana harganya 

bertambah dari harga cash (sekarang) maka jual beli itu boleh.
38

 

Jadi inti jual beli kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan 

terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan 

secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah 

disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Contohnya seorang ibu 

rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang 
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keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah 

pihak, kadang- kadang menggunakan uang muka dan kadang tidak sama sekali 

dalam seminggu. 

b. Dasar Hukum Jual Beli dengan Sistem Kredit 

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan 

pendapat ada yang memperbolehkan ada juga yang melarang. Pertama, 

hukumnya boleh (jaiz). Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama yang 

terdiri  dari  ulama,  Hanafiyah,  Malikiyah,  Syafi‘iyah  Hanabilah  dan  para 

sahabat tabi‘in.
39

 

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu 

transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. 

Terjemahannya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan 

terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.
40

 

Jual beli tidaklah sama dengan riba. Tambahan harga karena penjual 

dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai 

keuntungan   dari   penjualan   kontan   atau   keuntungan   tambahan   karena 

penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan pembayaran tertunda. 

Itu menunjukkan bahwa menambah harga karena penundaan pembayaran 

semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat arab hendak 

menggunakan dalil ini untuk memperbolehkan bunga dalam pinjam 

berjangka. akan tetapi karena dua jenis transaksi tersebut memiliki perbedaan 

yakni antara transaksi pinjam meminjam dengan jual beli berjangka. Allah swt 
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tidak pernah mendasarkan bahwa kedua transaksi itu haram. 
41

 

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup 

prinsip berkeadilan Terjemahannya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada 

tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima pembayaran secara kontan 

dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung, sehingga sebuah 

kewajaran jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan 

harga. 
42

 

Jual beli kredit ini dikenal dengan istilah memberi hutang hukumnya 

adalah sunnah, bahkan ada yang wajib, seperti menghutangi orang yang 

terlantar atau orang yang sangat membutuhkan, memang tidak salah lagi 

bahwa hari ini adalah pekerjaan yang sangat amat besar faedahnya terhadap 

masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat berhajat kepada 

pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt: 

firman Allah swt. QS Al-Maidah/5:2: 

ب َٓ َٰٓأَٚ  لَآَٰ  ََٰٚ َٔ ئِسَ 
َٰٓ لَا ٱنۡمهَََٰ َٔ  َ٘ سۡ َٓ لَا ٱنۡ َٔ طَ ٱنۡحَطَاوَ  ۡٓ لَا ٱنشَّ َٔ  ِ َٰٓئطَِ ٱللََّّ اْ شَعََٰ ٍَ ءَايَُُٕاْ لَا رحُِهٕ  ٱنَّصِٚ

لَا  َٔ  
إِشاَ حَههَۡزىُۡ فٱَصۡطَبزُٔاِْۚ َٔ بِۚ  َّٗ ََٰٕ ضِضۡ َٔ ىۡ  ِٓ ثِّ ٍ ضَّ ٌَ فضَۡلاّٗ يِّ ذَ ٱنۡحَطَاوَ ٚجَۡزغَُٕ ۡٛ ٍَ ٱنۡجَ ٛ ءَآَٰيِّ

ٍَ ٚجَۡطِيَ  َُٕاْ عَهَٗ َُّكُىۡ شَ َٔ رعَبَ َٔ  
ؽۡجِسِ ٱنۡحَطَاوِ أٌَ رعَۡزسَُٔاْْۘ ًَ ٍِ ٱنۡ كُىۡ عَ وٍ أٌَ صَسٔ  ٕۡ ٌُ لَ ا َْ  ْ

َ شَسِٚسُ ٱنۡعِمَ  ٌَّ ٱللََّّ َٰۖ إِ ٱرَّمُٕاْ ٱللََّّ َٔ  ٌِِۚ ََٰٔ ٱنۡعسُۡ َٔ ثۡىِ  َُٕاْ عَهَٗ ٱلِۡۡ َٔ لَا رعَبَ َٔ  ٰۖ َٰٖ َٕ ٱنزَّمۡ َٔ  بةِ  ٱنۡجطِِّ 

Terjemahnya :  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-

id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya 

dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah 

berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu 
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kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.
43

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa suka sama suka menjadi syarat 

halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak 

demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta 

orang lain secara batil. Ada dua anggapan yang menyatakan bahwa jual beli 

kredit itu haram dan jual beli kredit dibolehkan:
44

 

 Jual beli kredit yang diharamkan 

Diantara yang berpendapat dari kalangan ulama kontemporer mereka 

berpendapat bahwa jual beli secara kredit adalah masuk kedalam 

larangan jual beli dua transaksi dalam satu transaksi sebagaimana 

yang disebutkan dalam hadis. Mereka menafsirkan hadis ―Dua 

transaksi jual beli dan dalam satu transaksi‖ adalah seperti ucapan 

seseorang dan pembeli: ―Barang ini kalua tunai harganya segini 

sedangkan kalua kredit maka harganya segini.‖ Dari sini, dapat 

menyimpulkan bahwa ucapan seseorang: ―Saya jual barang ini 

padamu kalua kontan harganya sekian dan kalua ditunda 

pembayarannya harganya sekian.‖ Adalah sistem jual beli yang saat 

ini dikenal dengan nama jual beli kredit dan haram hukumnya. 

 Jual Beli Kredit diperbolehkan 

Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Islam Kuwait semua 
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sepakat bahwa tidak ada larangan bagi penjual menentukan harga 

secara kredit lebih tinggi dari pada ketentuan harga kontan. Penjual 

boleh saja mengambil keuntungan dari penjual secara kredit dengan 

ketentuan dan perhitungan yang jelas. 

Dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran 

tertunda : 

firman Allah swt. QS Al-Baqarah/1:282: 

 

اْ إِشاَ  َٰٕٓ ٍَ ءَايَُُ ب ٱنَّصِٚ َٓ َٰٓأَٚ  ٗ فٱَكۡزجُُُِِٕۚ ََٰٚ ًّّٗ ؽَ َٰٓ أجََمٖ ي  َٰٗ ٍٍ إنَِ ۡٚ   رسَاََُٚزىُ ثِسَ

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya.
45

 

 

Ayat di atas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan 

akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang. Sehingga 

keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit 

dengan syarat penjual dan pembeli sepakat dengan ketentuan dan si 

pembeli ridho dengan kesepakatan menambah harga dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan saat akan melakukan transaksi dengan 

musyawarahkan kenaikan harga jika akan dibayar dengan diangsur 

(bertahap dalam pembayaran dengan kenaikan harga yang telah 

ditentukan dan waktu jatuh tempo yang disepakati bersama). 

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit
46

 

1) Rukun Jual Beli dengan Sistem Kredit. 
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Oleh karena jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang 

mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari 

pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan 

hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Mengenai 

rukun dan syarat jual beli hanyalah ijab dan qabul saja, yang menjadi rukun 

jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak. Namun karena ada unsur 

kerelaaan berhubungan dengan hati yang tidak kelihatan, maka diperlukan 

indikator yang menunjukkan kerelaan yaitu dalam bentuk ijab dan qabul. 

menurut Jumhur ulama rukun jual beli ada empat antara lain : 

a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

b) Shigat (ijab dan qabul). 

c) Ada barang yang dibeli. 

d) Ada nilai tukar pengganti barang. 

2) Syarat Jual beli dengan Sistem Kredit. 

a) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual 

belinya. Adapun yang dimaksud berakal yaitu dapat membedakan atau 

memilih mana yang tidak terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak 

tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah karena jika salah satu si 

pembeli tidak tau menau akan kenaikan harga jika dibayar bertahap maka 

jual beli tersebut tidak sah atau hukumnya diharamkan.  

b) Dengan hendaknya sendiri (bukan paksaan), bahwa dalam melakukan 

perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan 

atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut 

melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan adanya unsur paksaan, 
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jual beli yang dilakukan atas dasar ―kehendaknya sendiri‖ adalah tidak sah. 

Adapun yang menjadi dasar kehendak sendiri para pihak, dapat dilihat dalam 

ketentuan 

firman Allah swt. QS An-Nisa/4:29: 

طَحً عٍَ  ٌَ رجََِٰ َٰٓ أٌَ ركَُٕ طِمِ إلِاَّ ُكَُى ثٱِنۡجََٰ ۡٛ نكَُى ثَ ََٰٕ اْ أيَۡ َٰٕٓ ٍَ ءَايَُُٕاْ لَا رأَۡكُهُ ب ٱنَّصِٚ َٓ َٰٓأَٚ  ََٰٚ

ب   ًّٗ ٌَ ثكُِىۡ ضَحِٛ َ كَب ٌَّ ٱللََّّ اْ أََفؽَُكُىِۡۚ إِ َٰٕٓ لَا رمَۡزهُُ َٔ ُكُىِۡۚ   رطََاضٖ يِّ

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
47

 

Jual beli secara kredit mempunyai persyaratan khusus yang berkaitan 

dengan karakteristiknya dan yang terpenting adalah bahwa tempo atau jangka 

waktunya telah ditentukan secara definitif. 
48

 

i. Tempo atau jangka waktu 

Sudah merupakan keharusan jika waktu pembayaran tiap angsuran 

dalam jual beli sistem kredit diketahui waktunya oleh kedua belah 

pihak yang bertransaksi karena ketidak jelasan waktu akan 

mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusak jual beli. 

tampak dari ungkapan kalangan fikih bahwa apabila waktu 

pembayarannya tidak jelas maka jual belinya rusak, baik 

ketidakjelasan tersebut kecil maupun sudah keterlaluan. Jika waktu 

pembayaran tiap cicilan (angsuran) yang ditetapkan, misalnya pada 

                                                 
47

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.112. 
48

 Sunan Fanani Ardhinata Ahliwan &, ―Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online‖ 2, 

no. 1 (2015): h.112. 



33 

 

 

tanggal tiap bulan menurut kesepakatan para ulama apabila penentuan 

waktu tersebut sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang 

menidakan ketidak jelasan. 

ii. Syarat-syarat penundaan waktu pembayaran 

– Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan 

ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli ―saya beli 

dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-

dirham ini di lain waktu. Jual seperti itu batal karena penundaan waktu 

pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala pembeli 

tidak mempunyai uang untuk membayar dan dimungkinkan ia 

mencarinya dalam beberapa waktu. 

– Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan 

harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. 

Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran 

di tempat transaksi, sehingga sebagai tindakan preventive untuk 

mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu 

pembayaran. 

– Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual 

berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang 

berlaku. 

– Mengetahui harga pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam 

wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (amanah) 

seperti murabahab. Apabila harga pertama tidak diketahui maka jual 

belinya rusak karena harganya tidak jelas. 
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– Tidak ada persyaratan dalam jual beli ini. Apabila pembeli 

menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari 

harga semestinya. 

– Dalam akad jual beli secara kredit penjual tidak boleh membeli kepada 

pembeli baik pada saat akad maupun sudahnya menambah harga 

pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berutang terlambat 

membayar utangnya. 

– Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang 

lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya 

segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia 

dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi 

memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik demikian disebut 

tawaruq maka hal ini tidak diperbolehkan 

3. Teori Perjanjian 

a. Pengertian Perjanjian 

Salah satu  bentuk hukum yang berperan  nyata dan penting bagi 

kehidupan  masyarakat adalah  Hukum Perjanjian. Istilah  perjanjian  

berasa dari bahasa  Belanda  yaitu  overeenkomst, dan dalam  bahasa  

Inggris  dikenal  dengan  istilah  contract/agreement. Perjanjian 

dirumuskan dalam Pasal 1313  KUH Perdata  yang  menentukan bahwa: 

―Suatu  perjanjian adalah suatu perbuatan  dengan mana satu orang  atau 

lebih mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.‖ 
49
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Hukum perjanjian merupakan  hukum yang  terbentuk akibat adanya 

suatu pihak yang  mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga 

dikatan hokum  perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat 

seseorang yang berjanji  kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. 

Dalam hal ini,kedua belah  pihak  telah  menyetujui untuk melakukan suatu 

perjanjian  tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat 

satu pihak.
 50

 

Perkataan ―Perikatan‖ (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas 

dari perikatan ―Perjanjian‖ sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal 

hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suartu 

persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari 

perbuatan yang melanggar hokum (onrechmatige daad) dan perihal 

perikatan yang timbul dari pengurusan kepentiungan orang lain yang tidak 

berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming) tetapi, sebagian besar dari buku 

III ditujukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau 

perjanjian. Jadi berisikan hokum Perjanjian. 

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan 

kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat 

―Perjanjian harus dibuat secara tertulis‖. Perjanjian dalam Hukum Belanda, 

yaitu Bugerlijk Wetbook (BW) disebut overeenkomst yang bila 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini 

merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang 

lain atua dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan 
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.74. 



36 

 

 

Sesuatu.  ‖Menurut Fuady (1999:4) banyak definisi tentang kontrak telah 

diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari 

kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang 

ditonjolkan dalam definisi tersebut‖
 51

. 

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai  

perjanjian, menurut Subekti: ―Subekti memberikan definisi ―perjanjian‖ 

adalah suatu  peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji  untuk 

melaksanakan sesuatu hal.‖ Sedangkan  menurut M. Yahya Harahap: 

―Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua 

orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk 

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 

melaksanakan prestasi.‖
 52

 

―Pengertian kontrak atau  perjanjian yang dikemukakan para ahli 

tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara 

lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih‖. 

b. Syarat sahnya perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental 

yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan 

empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: 
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1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak:  

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus 

para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. 

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan 

kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai 

itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui 

orang lain. 

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum:  

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan 

perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan 

menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso : Yang dimaksud 

kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan 

tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang -orang yang menurut 

undang-undang dinyatakan tidak cakap.
 53

 

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang 

cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, 

sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai 

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah 

dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah 

kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan 

hukum yaitu:  
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a. orang yang belum dewasa   

b. orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan  

c. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 

3. Suatu hal tertentu:   

 Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu  

(eenbepaald onderwerp) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang 

menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat 

dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. 

Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan 

dapat dinilai dengan uang.  Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa 

yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi 

adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak 

kreditor (Yahya Harahap, 1986;10; Mertokusumo, 1987:36).  Prestasi ini 

terdiri dari perbuatan positif dan negative. Presetasi terdiri atas: (1) 

memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu,dan (3) tidak berbuat sesuatu 

(Pasal 1234 KUH Perdata). 

4. Adanya Kausa yang halal.  

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal 

(orzaak). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan  causa yang 

terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan 

UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut  Subekti: 

―Subekti menyatakan bahwa  sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan 
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demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling 

dipertukarkan oleh para pihak‖. 

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang 

dimaksud sebab yang halal adalah bahwa  isi kontrak tersebut tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Asas-asas hukum dalam perjanjian 

Secara luas terdapat banyak asas dalam  hukum perjanjian. Kebebasan  

berkontrak sendiri berasal dari freedom of contract sehingga menurunkan  

beberapa asas-asas penting  yang  terdapat dalam Buku III KUH perdata.  

Namun, agar penelitian ini bisa terarah dan menghasilkan sesuai apa yang  

ada di dalam tujuan  penelitian, maka penelitian ini mengambil empat asas  

penting yaitu Asas Kebebasan berkontrak,  Asas Konsensualisme,  Asas  

Pacta Sunt Servanda,  dan Asas Itikad  Baik. 

C. Kerangka konseptual 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, 

duduk perkaranya, dan sebagainya).
54

 

2. Hukum Ekonomi Islam hakekat ekonomi syariah merupakan bentuk aplikasi 

ajaran syariah dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan hukum Islam.
55

 

3. Jual Beli Sistem kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu 

barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-
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angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah 

pihak (pembeli dan penjual).
56

 

4. Tanah Kavling adalah sebidang tanah di dalam kawasan real estate yang telah 

dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, 

penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat 

tinggal.
57
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D. Kerangka Pikir 

  

Sistem Kredit Tanah Kavling 

Akad Perjanjian 

Analisis Hukum Ekonomi Islam 

Hasil Penelitian 

Kredit 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman 

penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa 

mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, 

mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus 

penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan 

analisis data.
58

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Case 

Studies (Study Kasus), yaitu dilakukan dengan cara mengeksplorasi mendalam 

terhadap suatu fenomena yang dialami oleh satu atau lebih orang dan pendekatan ini 

bersifat deskriptif. Penggunaan pendekatan Case studies, menurut Suharsimi 

Arikunto  harus dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-

gejala tertentu. Pendekatan ini biasa dilakukan pada jenis penelitian Kulitatif dan 

kunatitatif, namun dalam penelitian Analisis Hukum Syariah terhadap sistem kredit 

tanah kavling tanpa bank, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 
59

 

Penggunaan jenis penelitian kualitatif karena dengan jenis penelitian ini peneliti dapat 

menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lapadde Kota Parepare khususnya pada 

PT.Rumata Amanah Propertindo. Waktu penelitian ini dilaksankan dengan rentang 
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waktu kurang lebih 2 bulan dan dimulai setelah surat penelitian diterbitkan oleh 

fakultas. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penitian dalam penelitian Analisis Hukum Syariah terhadap sistem 

kredit tanah kavling  yaitu pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh peneliti. 

Fokus penelitian ini dibatasi oleh teori yang diterapkan dalam menjawab permasalah 

agar tidak keluar dari pembahasan. Kegunaan fokus penelitan memberikan arah 

kepada penliti selama proses penelitian, terutama pada saat pengumpulan data serta 

pengolahan data yang ditemui di lapangan. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data yang 

memperkuat hasil dari penelitian, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

sejumlah risetnya secara khusus.
60

 Dalam penelitian ini langsung bersumber dari 

masyarakat di daerah tersebut yang berjumlah tiga orang, terdiri dari seorang 

pengelola sekaligus sebagai penaksir dan seorang pendukung administrasi, serta  

informan lainnya dan tiga warga yang menjadi warga tetap di daerah tersebut. Data 

primer disebut juga sebagai data asli. Dalam hal ini peneliti harus mengumpulkannya 

secara lansung. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data primer antara lain Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak lansung atau tidak melalui 

subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data yang telah 
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tersedia sebelumnya. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah 

data yang telah dipublikasikan dalam internet, atau sumber bacaan lainnya.
61

 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari beberapa sumber 

seperti buku, laporan, jurnal, penelitian terdahulu yang berkaitan dan lain-lain.  

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran. Mengumpulkan data 

merupakan Langkah dalam mengambil sebuah sampel penelitian pengumpulan data 

menjadi satu fase yang sangat penting bagi penelitian bermutu.
62

 Teknik yang 

digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik 

studi kasus (Case Studie): teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun 

kelapangan melihat fenomena untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh 

data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang 

digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat 

teknis, yakni sebagai berikut: 

 

1. Observasi  

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan lansung dan pencatatan 

dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.
63

 Dalam observasi 

ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dan data lapangan terkait 

Analisis Hukum Syariah terhadap sistem kredit tanah kavling  di Kelurahan 

Lapadde. Pengertian lain mengenai teknik observasi adalah cara menganalisa 

dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati 

seacra langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang 

lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. 

                                                 
61

Bambang Suggono, Metodologi penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 

2003), h.37 
62

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kaulitatif, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002) h. 37. 
63

Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif: komunikasi,Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup,2010), h.108 



45 

 

 

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.
64

 

Wawancara dapat diartikan juga sebagai proses memperoleh keterangan dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara komunikator dan komunikan untuk 

mendapatkan informasi yang kongkrit terkait dengan permasalahan yang diteliti.
65

 

Pada proses wawancara yang menjadi objek Masyarakat dan pemilik tanah 

kavling kredit  di Kecapatan Lapadde Kota Parepare. Yang dimana ada dua satu 

orang direktur, satu orang admin, dan satu orang pembeli tanah kavling. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen 

dan Pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.
66

 Teknik ini 

dipergunakan untuk mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal 

penulis teliti. Data akan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggung jawaban 

penelitian ini baik itu dalam bentuk file data seperti dokumentasi rekaman suara, 

foto dan data-data lansung yang diperoleh.  

Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitiaan ini yaitu untuk 

mengumpulkan bukti-bukti atau catatan yang berkaitan dengan penelitian terkait 

bagaimana Hukum Syariah terhadap sistem kredit tanah kavling tanpa bank.  

 

 

F. Uji  Keabsahan Data 

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunkann teknik yang disarankan 

oleh Lincoln dan Guba, adapun keabsahan data meliputi: kredibilitas (credibility), 
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transferabilitas (transferability), dependabilitas (dependability), dan konfirmabilitas 

(confirmability).
67

 

1. Kredibilitas 

Uji kredibiltas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian anatara 

lain dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
68

 

Perpanjangan pengamatan dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti 

kembali ke alapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 

data yang pernah ditemui maupun yang baru. 

Triangulasi dalam pengujian kredibiltas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbabagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu. 

2. Uji transferability 

Uji transferability merupakan validitas yang berkaitan dengan derajat 

kesepakatan atau diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel 

tersebut diambil. 

3. Uji Dependability 

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan begitu peneliti kembali 

melakukan pengujian terhadap semua proses penelitian yang telah dilakukan 

untuk mendapatkan keabsahan data yang dilaporkan. 

4. Uji Confirmability 
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Pengujian Confirmability berarti menguji hasi penelitian, dikaitkan dengan 

proses yang dilakukan peneliti. Bila penelitian merupakan fungsi dari proses 

penilitian yang dilakukan, maka penelitian telah memenuhi standar confirmability. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. 

Dalam mengelola data, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melihat 

aspeaspek objek penelitian. 

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak 

memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan 

bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitattif berlansung selama proses 

pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.
69

 

1. Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu desa kaduaja 

kabupaten tanah toraja, dengan membawa surat izin secara formal agar 

memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian 

peneliti menemui orang-orang yang telah ditargetkan sebagai informan. Proses 

selanjutnya yaitu memulai wawancara dan metode dokumentasi untuk 

memperoleh data yang diperlukan dengan lengkap. 

2. Reduksi Kata 

Mereduksi kata berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan 

pada hal-hal yang penting. Reduksi digunakan untuk menyederhanakan data 

yang telah diperoleh untuk memudahkan dalam menyimpulkan hasil penelitian.
70

 

3. Penyajian Data 

                                                 
69

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D, ed. oleh Sutopo, kedua 

(Bandung: Alfabeta, 2019), h.335. 
70

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D, ed. oleh Sutopo, kedua 

(Bandung: Alfabeta, 2019), h.336. 



48 

 

 

 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya 

adalah antara lain, berupa teks naratif, matriks, grafik, jarifik dan bagan untuk 

merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data juga 

digunakan untuk menyederhanakan data yang diperoleh dengan demikian dapat 

mempermudah penelitian dalam mengambil kesimpulan. 

4. Penarikan Simpulan  

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data 

yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau 

kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun 

sewaktu-waktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari Ketika temukan bukti-

bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Praktik Sistem Kredit Tanah Kavling di Kelurahan Lapadde Kota 

Parepare 

Tanah kavling adalah bagian tanah yang telah di petak-petak dengan 

ukuran tertentu untuk dijadikan bangunan atau rumah. Perbedaan tanah 

kavling dan tanah biasa berikutnya adalah soal sertifikat. Sertifikat tanah 

kaveling biasanya lebih lengkap dibandingkan dengan sertifikat tanah. Secara 

umum, sertifikat tanah jenis ini sudah mencantumkan izin pembangunan, 

akses jalan, fasilitas umum, dan batas-batas tanah secara mendetail. 

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli tanah 

kavling di Kelurahan Lapadde Kota Parepare adalah PT. Rumata Amanah 

Propertindo. Perusahaan ini menjual tanah kavling tanpa melalui bank dan 

tidak menggunakan sistem denda. Ada dua cara pembayaran yang perusahaan 

ini tetapkan yaitu pembayaran cash dan kredit.  

Sistem memperjual-belikan tanah kavling pada Kelurahan Lapadde 

Kota Parepare ialah sebidang tanah di petak-petakkan yang mempunyai 

ukuran tertentu di mana akan dibangun rumah atau tempat tinggal dengan 

ukuran yang bervariasi. Dalam penelitian peneliti mendapatkan beberapa info 

dari informan yang diwawancarai yaitu Bapak Ahmad Rizal selaku pemilik 

perusahaan : 

―ini tanah yang saya jual milikku sendiri tapi ada juga tanahnya orang 

lain yang saya bantui jual dengan sistem saya ambil keuntungan 40% dan 
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pemilik tanah 60% . Terus sistem pembayarannya ada yang cash adapula yang 

kredit.‖
71

 

Dari pernyataan diatas dapat dikrtahui bahwa perusahaan ini 

menyediakan jasa membantu menjual tanah orang lain yang tidak mampu 

menjual tanahnya sendiri namun tetap ada kesepakatan awal antara kedua 

belah pihak. 

Ditambah juga jawaban dari Elsa Rahmadani bahwa perusahaan ini 

juga biasa menjual tanah milik orang lain, biasanya ada orang yang tidak bisa 

menjual tanahnya sendiri oleh sebab itu mereka menggunakan jasa kami 

denga sistem bagi hasil diakhir apabila tanah tersebut laku dipasaran. 

Dari hasil wawancara itu diketahui bahwa pembagian hasil 

keuntungan dari penjualan tanah kavling dibagi sesuai perjanjian awal. 

Pemilik tanah mendapat bagian yang lebih banyak daripada penjual tanah 

namun itu semua sudah disepakati dari awal. 

Biasanya seseorang yang menggunakan jasa perusahaan tertarik untuk 

dijualkan tanahnya, dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: 

1. Kemungkinan tanah terjual lebih cepat 

Tiap perusahaan biasanya telah memiliki daftar pembeli potensial yang 

siap mereka hubungi jika ada penawaran menarik. Selain itu, broker juga 

akan membantu memasarkan melalui channel offline maupun online. Hal 
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tersebut tentu sangat membantu bagi Anda yang sibuk dan butuh jual 

cepat. 

2. Perusahaan mampu menyesuaikan harga jual sesuai harga pasaran 

Salah satu faktor rumah sulit terjual adalah harganya yang terlalu tinggi 

dari harga pasar. Kesalahan itu bisa terjadi akibat penjual yang kurang 

memahami harga properti. Untuk mengatasinya, pihak perusahaan bisa 

menolong untuk menentukan harga yang tepat sehingga tanah/rumah bisa 

segera terjual. Biasanya pihak perusahaan telah melakukan Competitive 

Market Analysis (CMA) atau riset pasar sebelum memasarkan properti 

sehingga tetap untung. 

3. Perusahaan memberikan bantuan pengecekan legilitas dokumen 

Ada cukup banyak dokumen yang harus diperiksa keabsahannya sebelum 

pembeli memberikan uang. Untuk tanah, beberapa surat yang harus dicek 

antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), , Akta Jual Beli (AJB), Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta bukti 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bagi seseorang yang 

belum pernah melakukan jual beli properti, kehadiran perusahaan ini akan 

membantu mengecek dokumen tersebut untuk menjamin legalitasnya. 

Berdasarkan hasil penelitian,peneliti memperoleh informasi bahwa ada 

tiga praktik sistem jual beli tanah kavling di Kelurahan Lapadde Kota 

Parepare, yaitu : 

a. Penjualan langsung oleh pemilik 
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Penjualan langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pemilik tanah mengkavling tanahnya untuk dipasarkan sendiri. Biasanya 

pemilik ingin menjual tanahnya secara keseluruhan akan tetapi pembeli 

tidak mampu membelinya secara keselurahan, oleh sebab itu pemilik 

mengkavling tanahnya. Menurut pemilik tanah lebih mudah menjual tanah 

dalam bentuk kavling disbanding keseluruhan karena harga tanah kavling 

tergolong lebih terjangkau dibanding dijual secara keseluruhanUmumnya 

penjualan tanah kavling dengan sistem tersebut dilakukan dengan cara jual 

beli dibawah tangan. 

Hal ini dibuktikan dengan jawaban dari bapak Ahmad Rizal :  

 

―ada tanah milik saya pribadi yang saya jual dalam bentuk kavling 

agar lebih cepat laku sebab biasanya kalau dijual secara keseluruhan tentu 

harganya lebih tinggi sehingga orang lain atau pembeli sulit untuk 

membelinya.‖
72

 

Dari wawancara tersebut diketahui jika untuk mempermudah 

lakunya tanah, pemilik perusahaan mengkavling tanahnya agar pembeli 

lebih mudah menjangkau harganya 

b. Penjualan bermitra 

Penjualan bermitra ialah penjualan yang dimana pemilik tanah 

tidak ada bakat untuk menjual atau memasarkan tanahnya oleh sebab itu 

penjual melakukan kerja sama dengan pengusaha tanah kavling untuk 

menjual tanahnya dengan cara mengkavling kemudian diadakan 

                                                 
72

 Ahmad Rizal, Direktur PT. Rumata Amanah Propertindo, wawancara oleh Rifki Ananda 

Nugraha pada tanggal 11 juli 2023. 

 



53 

 

 

 

 

kesepakatan bagi hasil keuntungan antara pemiliktanah dengan pengelolah 

atau pengusaha tanah kavling yang sudah ditetapkan diawal. 

Sesuai dengan jawaban dari admin perusahaan yaitu ibu Elsa 

Rahmadani : 

 

― perusahaan saya juga menjalin kerja sama dengan orang lain 

untuk dijualkan tanahnya, misalnya ada orang yang ingin menjual 

tanahnya namun dia tidak tahu cara memasarkannya maka kami akan 

membantunya menjual tanahnya dengan cara dikavling kemudia apabila 

ada yang membeli maka hasilnya akan dibagi dua sesuai dengan 

perjanjian awal,‖
73

 

Jadi kesimpulannya perusahaan ini juga membantu orang lain 

dalam menjual tanahnya.  

c. Pembelian tanah keseluruhan 

Pengusaha tanah kavling membeli tanah masyarakat lalu 

mengkavlingnya sebelum dijual kembali dengan harga bervariasi 

tergantung bagaimana letak strategis tanah, luas tanah kavling.Keuntungan 

didapatkan dari selisih harga keseluruhan tanah kavling.  

 

―Ada juga tanah warga sekitar sini yang saya beli kemudian saya 

kavling untuk saya jual kembali.‖
74

 Kata pak Ahmad Rizal. 

Dapat diketahui bahwa setiap letak tanah kavling harganya 

berbeda-beda tergantung luas dan letak tanah tersebut, selain itu 

menurutnya tanah dalam bentuk kavling lebih mudah laku disbanding 

apabila dijual secara keseluruhan. 
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Dari hasil penelitian peneliti menarik kesimpulan bahwa usaha 

tanah kavling bisa dijadikan usaha yang menjanjikan, hal ini dikarenakan 

harga tanah setiap tahunnya mengalami kenaikan harga jual yang cukup 

signifikan. Selain itu setiap tahun banyak orang yang membeli tanah 

kavling untuk dijadikan investasi dimasa depan. 

Sesuai dengan jawaban dari bapak Ahmad Rizal jika dalam 

kepemilikan tanah kavling yang diperjual belikan oleh narasumber 

miliknya sendiri dan juga punya orang lain yang dikavlingkan lalu 

dipasarkan dengan cara kerjasama murabahah. Keuntungan 40% dan 

pemilik 60%. Ditambah pula hasil wawancara dengan Ibu Elsa Ramadani 

selaku admin perusahaan: 

 

―Modal awalnya ini tanah kavling  didapat dari hasil keuntungan 

usaha-usaha pemilik usaha tanah kavling ini.‖
75

 

Dapat dilihat bahwa modal awal usaha tanah kavling ini didapatkan 

dengan cara yang halal yaitu dari hasil keuntungan usaha-usaha penjual 

tanah sebelumnya, artinya dia tidak menggunakan uang bank untuk 

memulai usaha tanah kavlingnya. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi 

syariah karena tidak ada unsur riba didalamnya, dimana apabila sesorang 

mengambil uang bank maka aka nada sistem bunga. 

 Dari pernyataan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tanah yang 

diperjualbelikan adalah milik sendiri yang dibeli dari masyarakat di 

kelurahan Lapadde. Pemasarannya atau promosinya melalui iklan dan juga 

brosur. Bapak Ahmad Rizal juga menyatakan jika: 
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―saya memperjualbelikan tanahnya orang,saya membeli tanahnya 

orang lalu saya kavling dengan luas 10x15 adajuga 10x20 dengan harga 

kurang lebih 30jt, lalu pembayarannya bisa dicash atau diangsur lalu 

biasanya dilunasi apabila surat-suratnya sudah selesai. Biasanya juga saya 

menjualkan tanahnya orang lalu keuntungannya dibagi dua. Jika ada yang 

menunggak pembayarannya saya tetap berikan waktu beberapa bulan 

untuk lunasi atau mungkin ada keluaraganya yang bisa melanjutkan 

cicilannya tapi kalau tetap tidak bisa dia bayar saya kembalikan uangnya 

namun tidak secara penuh tetapi sesuai dengan perjanjian diawal.‖
76

 

Dari hasil wawancara dengan narasumber disimpulkan jika tanah 

kavling yang diperjualbelikan merupakan tanah masyarakat yang dibeli 

lalu dikavling dengan luas 10x15 ada juga yang 10x20 dengan harga jual 

sekitar 20-30 juta. Pembayaran yang digunakan ada yang dicash dan ada 

juga yang diangsur selama beberapa bulan dengan kesepakatan 

pembayaran harus dilunasi setelah surat-surat tanah selesai. Adapun 

pernyataan dari Ibu Elsa Rahmadani : 

 

―Dengan modal dari usaha sebelumnya kemudian pemilik perusahaan 

beli tanahnya masyarakat lalu kavling dengan sistem pembayaran 

angsuran, uang mukanya Rp. 5.000.000 angsuran 30  bulan disesuaikan 

dengan kemampuan bayar calon pembeli. Jika terjadi penunggakan akan 

tidak ada denda yang dikenakan karena pemilik perusahaan akan 

memberikan kebijakannya.‖
77

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem kredit yang ditetapkan 

perusahaan ini sama sekali tidak ada denda artinya tidak ada riba sesuai 

juga dengan jawaban salah satu pembeli yaitu itu Ayu Lestari : 
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―saya mengambil tanah kavling yang berharga 35jt dengan uang dp 

sebesar 5jt kemudian angsurannya 1jt selama 30 bulan, bagi saya ini 

sangat menguntungkan disbanding apabila saya mencicil di tempat orang 

lain.‖
78

 

Jadi kesimpulannya praktik sistem tanah kavling di Kelurahan 

Lapadde Kota Parepare adalah ada yang menjual tanah kavling miliknya 

sendiri adapula yang memperjualbelikan tanah kavling milik orang lain. 

Kemudian sistem pembayarannya ada yang cash dan angsur. Lalu promosi 

yang digunakan ialah melalui iklan, brosur, dan memasang papan nama 

ditanah yang dijual. 

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Tanah 

Kavling di Kelurahan Lapadde Kota Parepare 

Dalam praktik jual beli tanah kavling di kelurahan Lapadde Kota 

Parepare ada beberapa hal yang menjadi temuan peneliti yang berkaitan 

dengan hokum ekonomi syariah, yaitu dalam penjualan bermitra atau 

penjualan yang dilakukan pengusaha tanah kavling dimana dia menjual tanah 

milik orang lain di dalamnya sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah hal 

ini dibuktikan dengan tidaknya adanya paksaan didalamnya. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan direktur perusahaan : 

 

― saya sama sekali tidak pernah memaksa seseorang untuk saya 

jualkan tanahnya, saya hanya membantu seseorang menjual tanahnya apabila 

dia tidak mampu menjualnya sendiri hal ini saya buktikan dengan saya tidak 

pernah mencari seseorang yang ingin dijualkan tanahnya, melainkan mereka 

yang mendatangi saya untuk dibantu dijualkan tanahnya dengan adanya 

kesepakatan bagi hasil.‖
79
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 Kredit tanah syariah memberlakukan sistem bagi hasil, di mana 

besarnya marjin bagi hasil akan ditentukan sebelum akad kredit dilakukan. 

Jadi sejak awal debitur sudah mengetahui berapa jumlah cicilan kredit yang 

perlu dibayar setiap bulan, dan jumlah cicilannya akan tetap besarnya hingga 

masa pinjaman berakhir. 

Penerapan sistem bagi hasil ini merupakan prinsip utama kredit 

syariah yang menjadi pembeda utama antara kredit jenis ini dengan kredit 

konvensional dari bank. Dengan begitu, debitur tak perlu khawatir akan 

praktik riba yang perlu dihindari dalam Islam. 

Dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan jual beli dengan di dasarkan 

atas perasaan suka sama suka tanpa disertai adanya unsur pemaksaan agar hal 

tersebut tidak menimbulkan mudharat di kemudian harinya. Apabila 

mendasarkan jual beli pada barang yang kepemilikannya milik orang lain, 

maka diperbolehkan daam ayat di atas. Namun perlu pula kita perhatikan agar 

akad tersebut tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari oleh pemilik 

agar menjadi berkah dalam pelaksanaan jual belinya. 

Jual beli bersyarat dilakukan dalam penjualan tanah yang terjadi 

anatara pemilik tanah dan pengusaha tanah kavling. Hukum dalam 

memeberikan persyaratan pada jual beli adalah diperbolehkan bagi kedua 

belah pihak selagi tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang 

haram. Berbagai persyaratan dalam penjualan ini diantaranya dengan 

mengajukan kriteria tertentu pada pembayaran jual beli (tausiqiyah) dan 

penggabungan akad (fi akad) yang dibenarkan dan diperbolehkan oleh agama. 
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Dalam Islam pelaksanaan jual beli milik orang lain dikenal dengan 

istilah fudhuli. Jual beli fudhuli merupakan pelaksanaan jual beli pada barang 

milik orang lain yang ada padanya. Jual beli fudhuli ini akad sah 

pelaksanaannya jika dari pihak pemilik merelakan dan memperbolehkan jual 

beli atas barang tersebut. Dan di sini penjualan atas tanah dari developer 

kepada pembeli kavling diperbolehkan karena dari pemilik tanah 

merelakannya. Sehingga atas persyaratan penjualan ini, diperbolehkan bagi 

developer kavling untuk melaksanakannya karena mendapatkan izin dari 

pemilik tanah yang bersangkutan.   

Berkaitan tentang penerapan syarat yang ada dalam jual beli tanah 

kavling di Kelurahan Lapadde tersebut ditujukan atas kesepakatan kedua 

belah pihak dan dilakukan demi kebaikan bersama dan ditujukan atas dasar 

suka sama suka antara pemilik tanah dengan pengusaha tanah kavling. Dalam 

persyaratan jual beli antara pemilik tanah dengan pengusaha tanah kavling  

diperbolehkan dalam Hukum Islam. Syarat yang diberikan untuk pengusaha 

tanah kavling tidak bertentangan dalam syarat karena dilaksanakan atas dasar 

kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan syariat. 

Kemudian penulis juga menemukan bahwa sistem kredit yang 

diterapkan dalam jual beli tanah kavling ini sudah sesuai dengan hokum 

ekonomi syariah hal ini selaras dengan yang diterapkan oleh pengusaha tanah 

kavling tersebut yang menerapkan sistem pembayaran kredit kepada pembeli 

yang dalam kesepakatannya  apabila pembeli melakukan penunggakan 

pembayaran angsuran maka tidak akan diberlakukan denda, pihak pengusaha 
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akan memberikan kebijakan kepada pembeli dan jumlah angsuran yang 

dibayarkan tetap. Jadi sistem kredit yang diterapkan terbukti bebas dari riba. 

Kemudian ada sebuah kasus yang menjadi temuan peneliti dimana 

salah seorang pembeli tanah kavling memberika pernyataan : 

 

―pernah saya mengalami penurunan ekonomi jadi saya terlambat 

membayar angsuran saya sangat senang karena pihak pengusaha tidak 

memberikan denda kepada saya malahan saya diberikan kebijakan.‖
80

 

Dari pernyataan itu penulis simpulkan bahwa sistem kredit yang 

diterapkan pengusaha tanah kavling tersebut sudah sesuai dengan hokum 

ekonomi syariah. Kemudian penulis juga menemukan bahwa perusahaan ini 

sudah sesuai dengan syariah islam karena apabila terjadi penunggakan pihak 

perusahaan tidak langsung saja mengambil tanah kavling itu secara sepihak 

melainkan memberikan beberapa kebijakan agar pihak pembeli bisa 

membayar angsurannya. Hokum ekonomi syariah melarang mengambil harta 

orang lain dengan cara yang bathil atau tidak benar kecuali dengan dasar 

kerelaan bersama. 

Selain itu akad pembayaran kredit ini sudah sesuai dengan hokum 

ekonomi syariah dimana dia berpengang teguh pada akad awal dimana dia 

tidak mengubahharga tanah atau menaikkan cicilan meskipun harga tanah 

dipasaran sedang tinggi. 

Kemudian selanjutnya peneliti menemukan bahwa dalam perjanjian 

pembelian tanah tercantum beberapa kesepakatan seperti : 

1. Harga  
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Dalam perjanjian antara perusahaan dan pembeli harga yang 

dicantumkan mencakup harga dari tanah yang dijual.  

Sebelum menyetujui pembayaran secara kredit, pihak perusahaan 

sudah menjelaskan harga dari tanah itu hal ini selaras dengan pernyataan 

admin perusahaan : 

 

― jadi dari awal sudah dijelaskan mengenai harga sehingga perihal 

harga kami masukkan kedalam perjanjian agar tidak terjadi cekcok 

dikemudian hari.‖
81

 

2. Cara pembayaran 

Ada dua cara pembayaran yang ditetapkan perusahaan ini, yaitu cash 

dan kredit. 

Dalam sistem pembayaran ditetapkan dua sistem yaitu cash dan kredit 

hal ini dituangkan dalam perjanjian agar pembeli bisa tetap pada 

pendiriannya, pembeli tidak bisa seenaknya mengubah sistem 

pembayarannya. 

3. Jaminan dan saksi 

Poin ini maksudnya surat perjanjian jual beli tanah yang ditujukan 

unutuk pihak pertama agar mengukuhkan dan memberikan kejelasan 

bahwa tanah yang ingin dijual memang dimiliki sepenuhnya oleh yang 

bersangkutan. Karena itu, ditunjuk palin sedikit dua orang saksi yang 

mampu membenarkan hal tersebut. 

Hal ini dituangkan dalam perjanjian agar memberi keyakinan kepada 

pembeli bahwa tanah yang dijual ini milik sendiri jadi jika ternyata tanah 
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ini bukan miliknya maka pembeli bisa menuntut pengusaha tanah 

kavling. 

4. Penyerahan dan status kepemilikan 

Ditandai dengan kapan dilakukan peneyerahan tanah diikuti sertifikat 

dan kunci (symbol) dari pihak pertama dan pihak kedua, sekaligus 

melakukan pemindahan status kepemilikan. 

Penyerahan dan status kepemilikan dicantumkan kedalam perjanjian 

agar tidak terjadi perselisihan anatara pihak pertama dan pihak kedua, 

biasanya ini dicantumkan agar pihak kedua paham kapan bisa memiliki 

sertifikat tanah. 

5. Balik nama kepemilikan 

Hal ini mengatur cara-cara mengalihkan nama sertifikat dan mengikat 

pihak pertama untuk sepenuhnya membantu proses balik nama kepada 

pihak kedua. Selain itu, di dalam contoh surat perjanjian juak beli tanah 

dengan pembayaran kredit, dicantumkan kewajiban pembayaran biaya 

balik nama yang sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak kedua. 

Hal ini dicantumkan agar jika dikemudian hari pembeli ingin 

membalik nama tanahnya maka dia akan paham bahwa biaya apa saja 

yang akan ditanggung olehnya. 

6. Pajak, iuran, dan pungutan 

Sebelum penandatanganan surat perjanjian, seluruh pungutan, iuran 

hingga pajak ditanggung oleh pihak pertama namun jika sudah 

penandatanganan maka akan ditanggung pihak kedua. 
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Sebelum menjadi milik pihak kedua iuran atau pajak memang masih 

ditanggung pihak pertama karena tanah tersebut masih pihak pertama. 

Namun jika sudah dibeli oleh pihak kedua maka pajak dan iuran 

ditanggung oleh pihak kedua. 

7. Masa berlaku perjanjian  

Apabila pihak pertama meninggal dunia, maka surat perjanjian 

pembelian tanah masih bisa berlangsung dan diwakili oleh pewaris sah 

dari tanah tersebut. Serta menetapkan hal-hal lain yang belum tercantum, 

akan diselesaikan dengan cara mufakat oleh kedua belah pihak. 

Hal ini untuk memahamkan pihak kedua bahwa meskipun pihak 

pertama meninggal dunia, pihak kedua tetap harus membayar cicilannya 

hingga lunas sesuai dengan yang tertuang didalam perjanjian. 

Dalam perjanjian tertuang semua mengenai hal proses pencicilan 

tanah, perjanjian dalam jual beli tanah kavling ini sudah sesuai dengan 

hokum ekonomi syariah karena sifatnya yang transparan dan tidak ada 

yang ditutup-tutupi. 

Jual beli tanah dalam islam tentu bukan sesuatu yang dilarang, 

asalkan memiliki kejelasan hak milik, kewajiban yang dilakukan 

dipenuhi, serta tidak berefek kepada sosial masyarakat. Misalnya saja 

dengan pembelian tanah tersebut, rumah warga miskin menjadi tergusur, 

hak air mereka terkurangi, dan lain sebagainya. 

Dalam hal jual beli tanah, maka ada beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan. Hal-hal ini biasanya sering kali menjadi masalah ketika 

kita akan membeli tanah. Untuk itu, sebelum melakukan transaksi jual 
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beli tanah, maka perlu adanya pertimbangan tersendiri untuk kejelasan 

tanah yang diperjual belikan. Seperti : 

1. Jelas batasnya 

Dalam pembelian tanah maka kejelasan batas harus menjadi hal yang 

utama. Hal ini untuk menjelaskan mana hak tanah yang nantinya akan 

menjadi milik kita dan bukan setelah pembelian. Jika tanah tidak jelas 

batasannya di kemudian hari biasanya akan terjadi konflik atau 

sengketa tanah karena proses klaim antara dua belah pihak lain. Tentu 

dalam hal ini harus diperjelas dulu antara penjual dan pembeli tanah. 

2. Tidak menjual atau membeli tanah yang tidak jelas kepemilikannya 

Hendaknya kita pun tidak menjual atau membeli tanah yang tidak jelas 

kepemilikannya. Hal ini pun berefek kepada jangka panjang akan 

menjadi masalah dan konflik pula. Untuk itu sebelum proses jual beli 

tanah dilakukan hak kepemilikan harus diperjelas terlebih dahulu. 

3. Bukan tanah sengketa 

Dalam proses jual beli tanah hendaknya kita pun memperhatikan 

apakah tanah tersebut tanah sengketa. Jika tanah sengketa hendaknya 

tidak diperjual belikan karena tentu merugikan salah satu pihak jelas 

akan terjadi. Tanah sengketa artinya tanah yang bermasalah, jika 

diperjual belikan tentu masalahnya akan bertambah banyak. Tanah 

sengketa ini tidak diperjual belikan sebelum nantinya selesai status 

kepemilkannya serta dinaungi oleh hukum yang berlaku. 

4. Bukan tanah wakaf 



64 

 

 

 

 

Tanah wakaf tidak boleh diperjual belikan, hal ini dikarenakan sudah 

dititipkan oleh nazir atau pemberi wakaf yang bersangkutan. Dalam 

hal ini tanah wakaf adalah milik ummat, sehingga tidak ada penjual 

belian disana. 

5. Jangan membeli Tanah yang Berasal dari Proses Riba atau Proses 

Haram 

Sebelum melakukan proses jual beli tanah, hendaknya memahami 

terlebih dahulu apakah tanah tersebut terdapat uang riba atau uang 

yang haram. Karena riba adalah larangan Allah dan tentu akan dilaknat 

Allah jika dilakukan oleh manusia. Untuk itu, perlu memeriksa adakah 

riba disana dan apakah proses tanah tersebut didapatkan dengan jalan 

yang halal. 

6. Memperhatikan Kelengkapan Ddokumen okumen dan Tata Aturan 

Hukum dalam Negara 

Dokumen adalah alat hukum yang sangat penting. Untuk itu dalam 

proses jual beli tanah hendaknya ada dokumen terkait bagaimana tanah 

itu dijual, dibeli, statusnya, harga, luas tanahnya, serta 

kepemilikannya. Untuk itu, ada sertifikat tanah yang berarti sang 

pemilik sertifikat berhak dan boleh mendayagunakan tanahnya selagi 

masih dalam ukuran hukum yang berlaku. 

7. Mengolah dan memberikan manfaat 

Jangan sampai kita hanya membeli tanah atau membiarkannya 

menjadi tidak terawat. Tentu harta tersebut menjadi tidak megalir 

manfaatnya dan berkahnya serta sia-sia saja. 
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Berdasarkan dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem praktik jual beli tanah kavling di Kelurahan Lapadde kota 

Parepare sudah sesuai dengan sistem  hukum ekonomi syariah 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

dalam BAB IV, maka disajikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian 

yaitu sebagai berikut : 

1. Praktik jual beli tanah kavling di kelurahan Lapadde Kota Parepare 

dilakukan dengan tiga cara yaitu tanah yang diperjualbelikan adalah milik 

pengusaha sendiri, adapula tanah milik orang lain yang diperjualbelikan 

dalam hal ini pengusaha tanah kavling bekerja sama dengan pemilik tanah, 

dan ada juga tanah masyarakat yang dibeli secara keseluruhan kemudian 

dikavling oleh pemilik usaha dengan ukuran tertentu, pengusaha 

menerapkan sistem pembayaran cash dan kredit. 

2. Analisis hokum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli tanah kavling di 

Kelurahan Lapadde kota Parepare, berdasarkan hokum ekonomi islam 

sistem jual beli yang diterapkan oleh pengusaha tanah kavling sudah 

sesuai hal ini dikarenakan adanya penerapan akad murabahah di dalamnya 

dimana pengusaha dan pemilik tanah penerapkan sistem bagi hasil, 

kemudian sistem jual beli tersebut juga bebas dari riba karena tidak 

adanya denda yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran. 

B. Saran  

1. Sebaiknya pengusaha kavling tetap mempertahankan praktik jual 

belinya,selain itu agar praktiknya bisa memiliki banyak peminat sebaiknya 

lebih meningkatkan promosi-promosi, saya yakin dengan praktik yang 

mereka gunakan akan menarik minat masyarakat lebih banyak 

2. Sebaiknya pengusaha kavling tetap mempertahankan sistem jual belinya 

karena sudah sesuai dengan syariah islam. Pengusaha sebaiknya lebih 
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meningkatkan iman dan taqwa agar tidak tergoda dan goyah untuk 

mengikuti sistem konvensional. 
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